BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah dimulai dari
proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Beberapa tahap
tersebut harus dikelola sebaik mungkin. Mewujudkan good governance atau
tata kelola yang baik dalam madrasah meliputi beberapa prinsip yang harus
dipenuhi, meliputi prinsip transparancy, accountability, responsibility,
independency, dan fairness. Selain kelima prinsip tersebut juga terdapat
beberapa asas untuk diukur kesesuaiannya, yaitu peraturan gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta no 25 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah. Asas yang Yyang
digunakan untuk mengukur kesesuaian dengan peraturan tersebut, antara lain
Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta: asas tertib,
efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara kepada penyelenggara MTs
negeri yang ada di Kabupaten Bantul telah memenuhi kriteria kelima prinsip
tersebut dan telah sesuai dengan ketiga asas tertib, efektif, serta efisien. Hal
tersebut didukung dengan hasil kuesioner kepada 41 guru dan 41 komite
(orang tua siswa) yang rata-rata menjawab setuju pada kuesioner. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja MTS Negeri di Kabupaten Bantul telah dikelola dengan cukup baik
dan sesuai dengan peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 25

tahun 2014.
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Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV, maka
terdapat implikasi yang harus dilakukan oleh pihak madrasah dalam upaya
meningkatkan good governance pengelolaan keuangan terutama transparansi
dengan pihak diluar penyelenggara madrasah termasuk dalam penggunaan
sumber dari pemerintah. Adapun bentuk implikasi itu adalah bahwa madrasah
di dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (APBM)
yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan anggaran dan menyusun pelaporan
pertanggungjawaban keuangan madrasah harus dilaksanakan sesuai dengan
prinsip transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness,
serta asas tertib, efektif, dan efisien.

Hal tersebut dapat diwujudkan dengan selalu melibatkan beberapa pihak
yang berkepentingan dalam pelaksanaan atau perubahan kebijakan dalam
pengelolaan APBM. Pihak sekolah dalam menyusun perencanaan,
melaksanakan anggaran sesuai perencanaan dan membuat
pertanggungjawaban sesuai dengan kegaitan yang dilaksanakan senantiasa
menyertakan bukti-bukti kuitansi yang sah. Selanjutnya memberikan laporan
kepada publik secara periodik tentang pengelolaan keuangan sehingga publik
bisa memberikan fungsi kontrolnya apabila ada penyimpangan dalam
melakukan pengelolaan keuangan madrasah. Sedangkan dalam hal madrasah
dapat dikatakan mmenuhi asas efektif dan efisien dengan adanya rotasi
jabatan, pada kenyataannnya hal tersebut tidak selalu jadi indikator yang tepat.

Rotasi jabatan pada madrasah dilakukan secara kondisional dan tidak selalu
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periodik. Hal tersebut dikarenakan pegawai yang bertugas sesuai jabatannya

telah memiliki sertifikasi dan keahlian, sehingga jika digantikan oleh pegawai

baru yang belum berpengalaman dibidangnya dikhawatirkan akan
menghambat operasional madrasah. Jadi rotasi jabatan hanya dilakukan ketika
madrasah benar-benar membutuhkan pegawai baru dan pihak kemenag kanwil

DIY menyetujui.

. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini tentunya terdapat beberapa

keterbatasan serta saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja madrasah tidak hanya diukur dengan prinsip
transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness.
Masih terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai
alat ukur penelitian selanjutnya dan kesesuaian dengan peraturan yang
update.

2. Jumlah obyek yang digunakan yaitu lima MTS Negeri yang ada di
Kabupaten Bantul. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak
obyek yang digunakan atau dapat berupa perbandingan dengan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada SMP Negeri di
Kabupaten Bantul.

3. Subyek dalam penelitian hanya penyelenggara madrasah (kepala dan

guru) dan komite madrasah, diharapkan pada penelitian selanjutnya
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untuk menambahkan beberapa pihak terkait dengan pengelolaan APBM
berupa karyawan, pihak kemenag, dan lain-lain.

Pihak madrasah diharapkan lebih meningkatkan keterlibatan pihak lain
yang berkepentingan dalam pengelolaan APBM, misal dalam
pembangunan fisik madrasah melibatkan bahkan menggunakan tenaga

orangtua atau masyarakat sekitar lokasi madrasah.



